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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan 
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, telah dilakukan 
evaluasi terhadap tugas dan fungsi Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik; 

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan 
Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang 
Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR 2... TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 86 TAHUN 2019 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2019 Nomor 86) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 86 TAHUN 2019 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
194); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 10); 

8. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2019 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 86); 
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Pasal 13A 

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai 
tu gas: 
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja 

pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama lntelijen; 
b. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan 

pelayanan publik di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama 
Intelijen; 

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara 
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; 

d. melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, 
merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, 
mengevaluasi dan melaporkan ke bijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. 

(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik; 
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 
asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah kabupaten; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 
wilayah kabupaten; 

e. pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas di Bidang 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

(3) Dihapus 
(4) Dihapus 

1. Ketentuan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 dihapus, sehingga 
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR ·2 

LANI DWI REJEKI 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal 4 JC\OC.X.Xri' 20~1 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal .4 JCH1Ll ~f'<- ~1 

BUPATI BATANG, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

Pasal II 

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan; 

e. menyediakan bahan/ data koordinasi di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; 

f. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah 
Kabupaten; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini 
dan Kerjasama Intelijen; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
(2) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja 
pada Sub Bidang Penanganan Konflik; 

b. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan 
pelayanan publik di Sub Bidang Penanganan Konflik; 

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan 
konflik; 

d. melaksanakan kegiatan di bidang penanganan konflik; 
e. menyediakan bahan/data koordinasi di bidang penanganan 

konflik; 
f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik; 
dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
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